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DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIGUNUNGKIDUL,

Menimbang : a.bahwadalam rangkamemberikanpedomandanarahanbagi

pemerintah desa dalam rangka menyusun Anggaran

PendapatandanBelanjaDesaagarsesuaidenganketentuan

danprioritasPemerintahKabupatenGunungkidul;

b.bahwa agarpenyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

DesaTahunAnggaran2018dapatterlaksanasecaraberdaya

guna dan berhasilguna,maka perlu memberikan pedoman

penyusunan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesaTahun

Anggaran2018;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam hurufadanhurufb,perlumenetapkanPeraturanBupati

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

BelanjaDesaTahunAnggaran2018;

Mengingat : 1.Undang-UndangNomor15Tahun1950tentangPembentukan

Daerah-DaerahKabupatenDalam LingkunganDaerahIstimewa

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor44);

2.Undang-UndangNomor6Tahun2014tentangDesa(Lembaran

NegaraRepublikIndonesiaTahun 2014Nomor7,Tambahan

LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5495);

3.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor244,Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor9 Tahun 2015 tentang Perubahan

KeduaAtasUndang-Undang Nomor23Tahun 2014tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun2015Nomor58,TambahanLembaranNegaraRepublik

IndonesiaNomor5679);



4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-UndangTahun 1950

Nomor:12,13,14dan15darihalPembentukanDaerah-Daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi JawaTimur, Jawa

Tengah,JawaBaratdanDaerahIstimewaYogyakarta(Berita

NegaraRepublikIndonesiaTahun1950Nomor59);

5.PeraturanPemerintahNomor43Tahun2014tentangPeraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor6 Tahun 2014 tentang

Desa(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014Nomor

123,Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor

5539)sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPemerintah

Nomor47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor6 Tahun 2014 tentang

Desa(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2015Nomor

157,Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor

5717);

6.Peraturan Pemerintah Nomor60 Tahun 2014 tentang Dana

DesaYangBersumberDariAnggaranPendapatandanBelanja

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor168,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia

Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

PeraturanPemerintahNomor8Tahun2016tentangPerubahan

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

tentangDanaDesaYangBersumberDariAnggaranPendapatan

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun2016Nomor57,TambahanLembaranNegaraRepublik

IndonesiaNomor5864);

7.Peraturan MenteriDalam NegeriNomor 113 Tahun 2014

tentangPengelolaanKeuanganDesa(BeritaNegaraRepublik

IndonesiaTahun2014Nomor2093);

8.Peraturan MenteriDalam NegeriNomor 114 Tahun 2014

tentangPedomanPembangunanDesa(BeritaNegaraRepublik

IndonesiaTahun2014Nomor2094);

9. PeraturanMenteriDesa,PembangunanDaerahTertinggal,dan

Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman

KewenanganBerdasarkanHakAsal-UsuldanKewenanganLokal

BerskalaDesa(BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2015

Nomor158);

10.Peraturan MenteriKeuangan Nomor49/PMK.07/2016 tentang

TataCaraPengalokasian,Penyaluran,Penggunaan,Pemantauan,

danEvaluasiDanaDesa(BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun

2016Nomor478);

11.PeraturanMenteriDalam NegeriNomor44Tahun2016tentang

Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2016Nomor1037);

12.PeraturanMenteriKeuanganNomor50/PMK.07/2017tentang

PengelolaanTransferKeDaerahdanDanaDesa(BeritaNegara



RepublikIndonesiaTahun2017Nomor537)sebagaimanatelah

diubah terakhirdengan Peraturan MenteriKeuangan Nomor

112/PMK.07/2017tentangPerubahanAtasPeraturanMenteri

Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan

TransferKeDaerah dan DanaDesa(BeritaNegaraRepublik

IndonesiaTahun2017Nomor1081);

13.PeraturanDaerahKabupatenGunungkidulNomor6Tahun2016

tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah

KabupatenGunungkidulTahun2016Nomor6);

14.PeraturanBupatiGunungkidulNomor24Tahun2007tentang

Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam

PembinaandanPengawaasanPenyelenggaraanPemerintahan

Desa Kepada Camat(Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul

Tahun2007Nomor17SeriE);

15.PeraturanBupatiGunungkidulNomor23Tahun2014tentang

Bagian DariHasilPajak dan RetribusiDaerah Kepada Desa

(BeritaDaerahKabupatenGunungkidulTahun2014Nomor23)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

GunungkidulNomor18Tahun2015tentangPerubahanAtas

PeraturanBupatiGunungkidulNomor23Tahun2014tentang

Bagian DariHasilPajak dan RetribusiDaerah Kepada Desa

(BeritaDaerahKabupatenGunungkidulTahun2015Nomor18);

16.PeraturanBupatiGunungkidulNomor1Tahun2015tentang

Pedoman Pengelolaan AlokasiDana Desa (Berita Daerah

KabupatenGunungkidulTahun2015Nomor1)sesbagaimana

telahdiubahdenganPeraturanBupatiGunungkidulNomor1

Tahun2016tentangPedomanPengelolaanAlokasiDanaDesa

(BeritaDaerahKabupatenGunungkidulTahun2016Nomor1);

17.PeraturanBupatiGunungkidulNomor49Tahun2015tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah

KabupatenGunungkidulTahun2015Nomor49)sebagaimana

telahdiubahdenganPeraturanBupatiGunungkidulNomor46

Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten

GunungkidulTahun2016Nomor46);

18.PeraturanBupatiGunungkidulNomor70Tahun2015tentang

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak AsalUsuldan

Kewenangan LokalBerskala Desa (Berita Daerah Kabupaten

GunungkidulTahun2015Nomor71);

19.PeraturanBupatiGunungkidulNomor27Tahun2017tentang

RencanaKerjaPemerintahDaerahTahun2018(BeritaDaerah

KabupatenGunungkidulTahun2017Nomor27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN

ANGGARAN2018.



Pasal1

Dalam PeraturanBupatiiniyangdimaksuddengan:

1. Desaadalahkesatuanmasyarakathukum yangmemilikibatas-bataswilayahyang

berwenanguntukmengaturdanmenguruskepentinganmasyarakatsetempat,

berdasarkanasal-usuldanadatistiadatsetempatyangdiakuidandihormatidalam

sistem PemerintahanNegaraKesatuanRepublikIndonesia.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentinganmasyarakatsetempatdalam sistem pemerintahanNegaraKesatuan

RepublikIndonesia.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkatDesa sebagaiunsur

penyelenggaraPemerintahanDesa.

4. KepalaDesaadalahpejabatPemerintahDesayangmempunyaiwewenang.tugas,

dankewajibanuntukmenyelenggarakanrumahtanggadesanyadanmelaksanakan

tugasdariPemerintahdanPemerintahDaerah.

5. BadanPermusyawaratanDesayangselanjutnyadisingkatBPD adalahlembaga

yangmelaksanakanfungsipemerintahanyanganggotanyamerupakanwakildari

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara

demokratis.

6. LembagaKemasyarakatanadalahlembagayangdibentukolehmasyarakatsesuai

dengankebutuhandanmerupakanmitrapemerintahdesadalam memberdayakan

masyarakat.

7. DanaDesaadalahdanayangbersumberdarianggaranpendapatandanbelanja

negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran

PendapatandanBelanjaDaerahdandigunakanuntukmembiayaipenyelenggaraan

pemerintahan,pelaksanaan pembangunan,pembinaan kemasyarakatan,dan

pemberdayaanmasyarakat.

8. AlokasiDanaDesayangselanjutnyadisingkatADDadalahdanaperimbanganyang

diterimakabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah setelah

dikurangiDanaAlokasiKhusus.

9. AnggaranPendapatandanBelanjaDesayangselanjutnyadisebutAPBDesaadalah

rencanakeuangantahunanpemerintahandesa.

10.PendapatanDesaadalahhakpemerintahdesayangdiakuisebagaipenambahnilai

kekayaanbersih.

11.BelanjaDesaadalahkewajibanpemerintahdesayangdiakuisebagaipengurang

nilaikekayaanbersih.

12.Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang dibayarkembalidan/atau

pengeluaran yang akan diterima kembali,baik pada tahun anggaran yang

bersangkutanmaupunpadatahun-tahunanggaranberikutnya.

13.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh

KepalaDesasetelah dibahasdan disepakatibersamaBadan Permusyawaratan

Desa.

14.SwadayaMasyarakatadalahkemampuandarimasyarakatdengankesadarandan

inisiatifsendirimengadakan usahakearah pemenuhan kebutuhan yang dapat

dirasakandalam kelompokmasyarakattersebut.

15.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang

karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan

pengelolaankeuangandesa.

16.PelaksanaTeknisPengelolaanKeuanganDesayangselanjutnyadisingkatPTPKD



adalah perangkatdesa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan

pengelolaankeuangandesa.

17.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut

RPJMDesaadalahrencanakegiatanpembangunandesauntukjangkawaktu6

(enam)tahun.

18.RencanaKerjaPemerintahDesa,selanjutnyadisebutRKPDesa,adalahpenjabaran

dariRPJMDesauntukjangkawaktu1(satu)tahun.

19.SisaLebihPerhitunganAnggaranyangselanjutnyadisebutSiLPA adalahselisih

lebih realisasipenerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode

anggaran.

20.Kegiatanadalahbagiandariprogram yangdilaksanakanolehpemerintahdesa

sebagaibagiandaripencapaiansasaranterukurpadasuatuprogram danterdiri

darisekumpulan tindakan pengerahan sumberdayabaikyang berupapersonil

(sumberdayamanusia),barangmodaltermasukperalatandanteknologi,dana,

ataukombinasidaribeberapaataukesemuajenissumberdayatersebutsebagai

masukan(input)untukmenghasilkankeluaran(output)dalam bentukbarang/jasa.

21.PedomanPenyusunanAPBDesaadalahpokok-pokokkebijakansebagaipetunjuk

danarahbagipemerintahdesadalam penyusunan,pembahasandanpenetapan

APBDesa.

22.DaerahadalahKabupatenGunungkidul.

23.Pemerintah Daerah adalah Bupatisebagaiunsurpenyelenggarapemerintahan

daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangandaerahotonom.

24.BupatiadalahBupatiGunungkidul.

25.CamatadalahunsurperangkatdaerahyangmembantutugasBupatidiwilayah

Kecamatan.

Pasal2

(1)PedomanpenyusunanAPBDesaTahunAnggaran2018,meliputi:

a.sinkronisasikebijakanPemerintahDesadengankebijakanPemerintahDaerah;

b.prinsippenyusunanAPBDesa;

c.kebijakanpenyusunanAPBDesa;

d.teknispenyusunanAPBDesa;dan

e.hal-halkhususlainnya.

(2)Uraian Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana

tercantum dalam Lampiranyangmerupakanbagianyangtidakterpisahkandari

PeraturanBupatiini.

Pasal3

PeraturanBupatiinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.

Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkanpengundanganPeraturanBupatiini

denganpenempatannyadalam BeritaDaerahKabupatenGunungkidul.



DitetapkandiWonosari

padatanggal27Oktober2017

BUPATIGUNUNGKIDUL,

BADINGAH

DiundangkandiWonosari

padatanggal27Oktober2017

SEKRETARISDAERAH

KABUPATENGUNUNGKIDUL,

DRAJADRUSWANDONO

BERITADAERAHKABUPATENGUNUNGKIDULTAHUN2017NOMOR49



URAIANPEDOMANPENYUSUNANAPBDESATAHUNANGGARAN2018

I.SinkronisasiKebijakanPemerintahDesadenganKebijakanPemerintahDaerah.

BerdasarkanPeraturanDaerahKabupatenGunungkidulNomor4Tahun2016

tentangRencanaPembangunanJangkaMenengahDaerahTahun2016-2021Visi

Kabupaten GunungkidulTahun 2016 –2021 adalah “Mewujudkan Gunungkidul

sebagaidaerahtujuanwisatayangterkemukadanberbudayamenujumasyarakat

yangberdayasaing,maju,mandiri,dansejahteratahun2021”.

AdapunberdasarkanPeraturanBupatiGunungkidulNomor27Tahun2017

tentang RencanaKerjaPemerintah Daerah Tahun 2018dijelaskan bahwatema

pembangunan Kabupaten Gunungkidultahun 2018 adalah :“Meningkatkan

pengembangan industripariwisatasebagaibasispembangunan ekonomiuntuk

meningkatkan kemandirian didukung sumberdaya manusia yang berkualitas,

berbudaya,dan berintegritas”.Untukmendukungtemapembangunan tersebut

telah ditetapkan 5 (lima) prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten

Gunungkidultahun2018sebagaiberikut:

1.EkonomidanPariwisata;

2.Sosial,Budaya,danPenangulanganKemiskinan;

3.Infrastruktur,PengembanganWilayahdanTataRuang;

4.KetahananPangan,LingkunganHidup,danPengelolaanBencana;dan

5.ReformasiBirokrasidanPelayananPublik.

Penjelasanarahdansasaranyangakandicapaipadamasing-masingprioritas
adalahsebagaiberikut:

1.Prioritas1EkonomidanPariwisata
Prioritas inidiarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomidaerah,
meningkatkan pendapatan masyarakat, peningkatan investasi daerah,
meningkatkan daya saing daerah, serta mendorong peningkatan
pengembanganindustripariwisatadalam upayapencapaianvisidaerahuntuk
mewujudkanKabupatenGunungkidulsebagaitujuanwisatayangterkemukadan
berbudaya.Pelaksanaanprioritasinidititikberatkanuntukpeningkatansarana
danprasaranapariwisata,pengembangandestinasiwisata,danpeningkatan
nilaitambahproduk.

2.Sosial,Budaya,danPenanggulanganKemiskinan
PrioritasinidiarahkanuntukmewujudkanpeningkatanIndeksPembangunan
Manusia, peningkatan daya saing dan mutu pendidikan. Prioritas ini
dititikberatkanpadapeningkatankualitaspelayananpendidikandankesehatan,
pembangunanrumahsakit,danpeningkatancakupanpembiayaankesehatan.

3.Infrastruktur,PengembanganWilayahdanTataRuang
Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan pemenuhan dan
keseimbangan pembangunan antar wilayah, mendorong pengembangan
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kawasanstrategissertauntukmewujudkanpemanfaatandanpengendaliantata
ruangsesuaidenganRencanaTataRuangdanwilayahyangtelahditetapkan.
Prioritas inidititikberatkan pada pembangunan infrastruktur transportasi,
peningkatankesesuaiantataruang,danpengadaanlahanuntukpembangunan.

4.KetahananPangan,LingkunganHidup,danPengelolaanBencana

Prioritasiniditetapkandalam rangkamewujudkanketersediaan,pemerataan

distribusidankonsumsipangandidaerah,pendayagunaansumberdayaalam

secara lestariuntuk mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan

lingkungan,pemulihan lingkungan hidup,dan meningkatkan pencegahan,

mitigasibencanadanketahananmasyarakatterhadapbencana.Prioritasini

dititikberatkanpadapeningkatandandiversifikasiproduksipangan,kebijakan

penggunaan pangan lokal,peningkatan pengelolaan lingkungan hidup,dan

penguranganresikobencana.

5.ReformasiBirokrasidanPelayananPublik
Prioritas inidiarahkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja daerah,

peningkatan kualitas pengelolaan dan kemampuan keuangan daerah,

peningkatankualitaspelayananpublik,sertapeningkatankualitaspengelolaan

pemerintahandankeuangandesa.Prioritasinidititikberatkanpadapeningkatan

kinerja aparatur,penataan kelembagaan dan personil,peningkatan kualitas

pelayananpublik,sertapeningkatanpengawasan.

Agartemadanprioritaspembangunanyangtahun2018dapattercapai/terwujud,

makapemerintahdesadiharapkanmendukungsesuaidenganpotensidankondisi

masing-masing desa. Keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang

pembangunandaerahdimaksudakandipengaruhiantaralainkarenaadatidaknya

sinkronisasikebijakanantarapemerintahdesadenganpemerintahkabupatenyang

dituangkandalam RencanaKerjaPemerintahDesa(RKPDesa)Tahun2018.Sesuai

ketentuanPasal74ayat(1)Undang-UndangNomor6Tahun2014tentangDesa,

belanja desa diprioritaskan untuk memenuhikebutuhan pembangunan yang

disepakatidalam Musyawarah Desa dan sesuaidengan piroritas Pemerintah

Kabupaten,PemerintahDaerahProvinsi,danPemerintah.

II. PrinsipPenyusunanAPBDesa

Penyusunan APBDesaTahun Anggaran 2017 didasarkan prinsip sebagai

berikut:

1. konsistensiantaraperencanaan(RKPDesa)denganpenganggaran(APBDesa).

2. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan desa,pembinaan kemasyarakat desa,dan pemberdayaan

masyarakatdesaberdasarkankewenangannya;

3. tepatwaktu,sesuaidengantahapandanjadwalyangtelahditetapkandalam

peraturanperundang-undangan;

4. transparan,untukmemudahkan masyarakatmengetahuidan mendapatkan

aksesinformasitentangAPBDesa;

5. partisipatif,denganmelibatkanmasyarakat;

6. memperhatikanasaskeadilandankepatutan;dan

7. tidakbertentangandengankepentinganumum,peraturanyanglebihtinggi



danperaturandesalainnya.

III.KebijakanPenyusunanAPBDesa.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah desa dalam

penyusunan APBDesaTahun Anggaran 2018terkaitdengan pendapatan desa,

belanjadesa,danpembiayaandesaadalahsebagaiberikut:

A.PendapatanDesa.

Pendapatan desayang dianggarkan dalam APBDesaTahun Anggaran 2018

merupakanperkiraanyangterukursecararasionaldanmemilikikepastianserta

dasarhukum penerimaannya.PendapatandesameliputiPendapatanAsliDesa

(PADesa),pendapatankelompoktransfer,danpendapatanlain-lain.

1.PendapatanAsliDesa(PADesa).

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari PADesa

memperhatikanhal-halsebagaiberikut:

a.Hasilusahadesa:

UntukmenetapkanpenganggaranPADesadaribagianhasilusahayang

dikelolaBUMDesamendasarkanPeraturandesatentangpembentukan

BUMDesa yang berpedoman pada Peraturan MenteriDalam Negeri

Nomor39Tahun2010tentangBadanUsahaMilikDesadanPeraturan

DaerahKabupatenGunungkidulNomor5Tahun2008tentangPedoman

PembentukanBadanUsahaMilikDesasebagaimanatelahdiubahdengan

PeraturanDaerahKabupatenGunungkidulNomor5Tahun2010.

b.Hasilpengelolaanaset/kekayaandesa.

Aset/kekayaandesayangberpotensimenyumbangkanpendapatandesa

antaralain:

1)kiosdesa;

2)pasardesa;

3)balaidesa;

4)tanahmilikdesa;

5)obyekrekreasiyangdikeloladesa;

6)pemandianumum yangdikeloladesa;

7)jaringanirigasidesa;

8)gedungserbaguna;dan

9)danlain-lainaset/kekayaandesa.

Penganggaran hasil pengelolaan aset/kekayaan desa yang tidak

dipisahkanmemperhatikanrasionalitasdenganmemperhitungkannilai

aset/kekayaandesayangtidakdipisahkandanmemperhatikanperolehan

manfaatekonomi,sosialdan/ataumanfaatlainnyadalam jangkawaktu

tertentu.Pengelolaanaset/kekayaandesamendasarkanpadaperaturan

desa tentang pengelolaan kekayaan desa dengan berpedoman pada

PeraturanBupatiGunungkidulNomor39Tahun2017tentangPedoman

PengelolaanAsetMilikDesa.

c.HasilSwadaya,partisipasi,dangotongroyong.

Penganggaranswadayadanpartisipasimasyarakatperludilakukanjika

pemerintahdesabersamaBPDtelahmelaksanakanmusyawarahdanada



kesepakatan dengan masyarakat bahwa masyarakat dalam tahun

anggaran2018akanswadayadanpartisipasidalam bentukuangmaupun

bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang untuk mendukung

pelaksanaan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah

desa.

d.PenganggaranLain-lainPADesaYangSah.

Pendapatan Lain-lain PADesa Yang Sah untuk menganggarkan

pendapatanantaralaindari:

1)pungutandesayangpelaksanaannyamendasarkanperaturandesa

tentangpungutandesa;

2)pendapatanbunga;

3)penjualanpenghapusanbarangmilikdesa;

4)penjualanhasilhutanmilikdesa;

5)tuntutangantikerugiandesa;

6)Pendapatandendasewa-menyewaasetdesa;dan

7)Pendapatandendaatasketerlambatanpenyelesaianpekerjaan.

SesuaiketentuanPasal10ayat(6)PeraturanBupatiGunungkidulNomor49

Tahun2015tentangPedomanPengelolaanKeuanganDesasebagaimana

telahdiubahdenganPeraturanBupatiGunungkidulNomor46Tahun2016,

PADesa dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan di bidang

penyelenggaraan pemerintahan desa,pelaksanaan pembangunan desa,

pembinaankemasyarakatandesa,danpemberdayaanmasyarakatdesaserta

belanjatakterduga.

2.PendapatanKelompokTransfer

a.DanaDesa.

PenganggaranpendapatandesadariDanaDesayangbersumberdari

APBN mendasarkanpadaPeraturanPemerintahNomor60Tahun2014

tentang DanaDesaYang BersumberDariAnggaran Pendapatan dan

BelanjaNegarasebagaimanatelah diubah terakhirdengan Peraturan

PemerintahNomor8Tahun2016.

Sesuaidengan ketentuan Pasal19 Peraturan Pemerintah Nomor60

Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber DariAnggaran

Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir

denganPeraturanPemerintahNomor8Tahun2016,Pasal21ayat(2)

PeraturanMenteriKeuanganNomor49/PMK.07/2016tentangTataCara

Pengalokasian,Penyaluran,Penggunaan,Pemantauan,danEvaluasiDana

Desa,PenggunaanDanaDesayangbersumberdariAPBN,danSesuai

ketentuanPasal12ayat(2)PeraturanBupatiGunungkidulNomor49

Tahun2015tentangPedomanPengelolaanKeuanganDesasebagaimana

telah diubah dengan Peraturan BupatiGunungkidulNomor46Tahun

2016, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayaikegiatan Bidang

PelaksanaanPembangunanDesadanPemberdayaanMasyarakatDesa

denganmendasarkanpadaRPJMDesadanRKPDesaTahun2018.

Besaran pagu indikatifDana Desa untuk masing-masing desa untuk

sementarasamadenganperolehanDanaDesaTahunAnggaran2017.



b.BagiandariHasilPajakdanRetribusiDaerahKabupaten.

Sesuaiketentuan Pasal4 dan Pasal5 Peraturan BupatiGunungkidul

Nomor23Tahun2014tentangBagianHasilPajakdanRetribusiDaerah

Kepada Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

GunungkidulNomor18Tahun2015,alokasiuntukbagianhasilpajakdan

retribusidaerah minimal10% darirealisasipendapatan pajak dan

retribusidaerah padatahun anggaran berjalan.Disamping itu,dapat

untuk menganggarkan kekurangan bagian hasilpajak dan retribusi

daerahtahunsebelumnyajikaadaselisihlebihantaratargetdanrealisasi

penerimaan.

BerdasarkanketentuanPasal6PeraturanBupatiGunungkidulNomor23

Tahun2014tentangBagianHasilPajakdanRetribusiDaerahKepada

DesasebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanBupatiGunungkidul

Nomor18Tahun2015,selainalokasibagianhasilretribusidaerahuntuk

seluruhdesadiKabupatenGunungkidul,adaalokasibagianhasilretribusi

daerahyangdialokasikankepadadesa-desatertentukarenamendapat

penugasan dariPemerintah Kabupaten Gunungkiduluntukmembantu

memungutretribusitempatrekreasidanolahraga.

Danadaribagianhasilpajakdanretribusidaerahdapatdipergunakan

untuk mendukung pembiayaan kegiatan bidang pelaksanaan

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan/atau

pemberdayaanmasyarakatdesa.AdapunbesaranpaguindikatifBagian

HasilPajak dan RetribusiDaerah untuk masing-masing desa untuk

sementarasamadengan perolehan Bagian HasilPajak dan Retribusi

DaerahTahunAnggaran2017.

c. AlokasiDanaDesa(ADD).

PenganggaranADDberdasarkanPeraturanPemerintahNomor43Tahun

2014tentangPeraturanPelaksanaanUndang-UndangNomor6Tahun

2014tentangDesaPeraturanPemerintahNomor47Tahun2015dan

PeraturanBupatiGunungkidulNomor1Tahun2015tentangPedoman

Pengelolaan AlokasiDana Desa sebagaimana telah diubah dengan

PeraturanBupatiGunungkidulNomor1Tahun2016.

Penggunaan ADD untuk membiayai pelaksanaan kegiatan bidang

penyelenggaraanpemerintahandesa,pelaksanaanpembangunandesa,

pembinaankemasyarakatandesa,danpemberdayaanmasyarakatdesa

sertabelanjatakterdugasesuaidenganRKPDesaTahun2018.Termasuk

pembiayaan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa adalah

penghasilantetapKepalaDesadanPerangkatDesasertatunjangandan

operasionalBPD.

BesaranpaguindikatifADDuntukmasing-masingdesauntuksementera

samadenganperolehanADDTahunAnggaran2017.

d. BantuanKeuanganDariAPBDPemerintahDaerahDIY.

SesuaiketentuanPasal98PeraturanPemerintahNomor43Tahun2014

tentangPeraturanPelaksanaanUndang-UndangNomor6Tahun2014

tentangDesasebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPemerintah

Nomor47 Tahun 2015,pemerintah daerah provinsidan pemerintah



daerahkabupaten/kotadapatmemberikan bantuankeuangan.Bantuan

keuangan tersebutdapatbersifatumum dan khusus.Penganggaran

dilakukanjikaadaalokasibantuankeuangandariAPBDDIYantaralain:

1)bantuanpemberdayaanmasyarakatdesa;

2)bantuansaranaprasaranakantordesa.;dan/atau

3)bantuanpemberdayaanpariwisata/budaya.

e.BantuankeuangandariAPBDKabupatenGunungkidul

Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Gunungkidul untuk

menganggarkanjikaadaalokasiantaralain:

1)Bantuankeuangankepadadesauntukpembangunanpadukuhan;

2)BantuanpelaksanaanPilkades;

3)Bantuanbagiperangkatdesayangtidakpunyatanahlungguh;

4)BantuanpelaksanaanTMMD;

5)Bantuanpelaksanaanperlombaandesatingkatprovinsi;

6)Bantuanpelaksanaanperlombaandesatingkatnasional;

7)Bantuandesaberprestasidalam perlombaandesatingkatnasional;

8)Bantuanpembangunanpasardesa;

9)Bantuanpembangunan/rehabilitaskantordesa;dan

10)BantuanpelaksanaanKaryaBhaktiTNI

3.PendapatanLain-Lain.

PendapatanLain-lainmeliputihibahdansumbangandaripihakketigayang

tidakmengikatdanLain-lainpendapatandesayangsah.

a.HibahdanSumbanganDariPihakKetigaYangTidakMengikat.

Penganggaran hibah dan sumbangan daripihak ketiga yang tidak

mengikat,antaralain:

1)hibahdansumbangandariperorangan;

2)hibahdansumbangandariorganisasikemasyarakatan;

3)hibahdansumbangandariperguruantinggi;

4)hibahdansumbangandariperusahaan;

5)hibahdansumbangandariLSM;dan

6)hibahdansumbangandarilembagadonor.

b.Lain-LainPendapatanDesaYangSah.

PenganggaranpendapatanyangbersumberdariLain-LainPendapatan

DesaYangSahmeliputiantaralain:

1)hasilpengelolaantanahkasdesa;

2)hasilpelepasantanahkasdesa;

3)hasilkerjasamadesa;

4)bantuanperusahaanyangberlokasididesa;

5)hadiahperlombaan;

6)Insentif/hadiahdesalunasPBB;dan

7)Pengembalianatastemuanhasilpemeriksaankeuangandesa.

Pelaksanaanpengelolaanataupelepasantanahkasdesaberdasarkanpada

PeraturanGubernurDIYNomor34Tahun2017tentangPemanfaatanTanah

Desa.



B.BelanjaDesa

Belanjadesaharusdiprioritaskan untukpelaksanaan kegiatan yang menjadi

kewenangandesabaikkewenanganyangberdasarkanhakasalusulmaupun

kewenanganlokalberskaladesa.Belanjadesadikelompokkankedalam bidang

penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa,

pembinaankemasyarakatan,desadanpemberdayaanmasyarakatdesa.

BerdasarkanketentuanPasal100PeraturanPemerintahNomor43Tahun2014

tentangPeraturanPelaksanaanUndang-UndangNomor6Tahun2014tentang

DesasebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPemerintahNomor47Tahun

2015 dan Pasal20 Peraturan BupatiGunungkidulNomor49 Tahun 2015

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah

denganPeraturanBupatiGunungkidulNomor46Tahun2016,belanjadesayang

ditetapkandalam APBDesadigunakandenganketentuansebagaiberikut:

1.palingsedikit70% (tujuhpuluhperseratus)darijumlahanggaranbelanja

desa digunakan untuk mendanaipenyelenggaraan pemerintahan desa,

pelaksanaan pembangunan desa,pembinaan kemasyarakatan desa,dan

pemberdayaanmasyarakatdesa;dan

2.palingbanyak30% (tigapuluhperseratus)darijumlahanggaranbelanja

Desadigunakanuntuk:

a.penghasilantetapdantunjangankepalaDesadanperangkatDesa;

b.operasionalPemerintahDesa;

c.tunjangandanoperasionalBadanPermusyawaratanDesa;dan

d.insentif(operasional)RukunTetangga(RT)danRukunWarga(RW).

Pemerintah desa menetapkan targetcapaian kinerja setiap belanja dalam

kegiatan,yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan

anggaran sertamemperjelasefektifitasdan efisiensipenggunaan anggaran.

Kegiatanharusmemberikaninformasiyangjelasdanterukursertamemiliki

korelasilangsungdengankeluaranyangdiharapkandarikegiatandimaksud.

1.BidangPenyelenggaraanPemerintahanDesa.

Pada belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa,yang wajib

dianggarkanpadatahunanggaran2018adalah:

a.penghasilantetapkepaladesadanperangkatdesa.Dalam penyusunan

RAPBDesatahunanggaran2018,besaranpenghasilantetapkepaladesa

danperangkatdesauntuksementarasamadengantahun2017;

b.penganggaran bantuan iuran jaminan kesehatan Kepala Desa dan

Perangkatdesasebesar3% (tigaperseratus)setiapbulandaribesaran

penghasilantetapKepalaDesadanPerangkatDesaperbulan.Biayaiuran

Jaminan Kesehatan tersebut menjadi sub kegiatan dari kegiatan

PenghasilanTetapdanTunjanganKepalaDesadanPerangkatDesadalam

rekening belanja Tunjangan Lainnya.Adapun besaran iuran Jaminan

Kesehatanuntuksementarasamadengantahun2017;

c.tunjangandanbiayaoperasionalBPD.BesaranmaksimaltunjanganBPD

setiapbulanadalah:

1)KetuaRp.350.000,-(tigaratuslimapuluhriburupiah).



2)WakilKetuaRp.300.000,-(tigaratusriburupiah).

3)SekretarisRp.275.000,-(duaratustujuhpuluhlimariburupiah).

4)KetuaBidangRp.250.000,-(duaratuslimapuluhriburupiah).

5)AnggotaRp.210.000,-(duaratussepuluhriburupiah).

d.penyusunanprofildesa,dalam rangkapenyediaandatasebagaibahan

perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan baikditingkat

desa,daerah,maupunpusat;

e.pengelolaanSistem InformasiDesa(SID);

f. kegiatanPemilihanKepalaDesa,jikajabatanKepalaDesakosongatau

habismasajabatannyatahun2018;

g.penyelenggaraanMusyawarahDesa,antaralainuntukMusyawarahDesa

penyusunan RKPDesa dan Musyawarah Desa RAPBDesa sebelum

dilakukanpembahasanantarapemerintahdesadenganBPD;

h.Penyelenggaraan Musrenbang Desa,minimaluntukMusrenbang Desa

PenyusunanRKPDesa.

i. Operasionallembagakemasyarakatandesa,yaituRT,RW,LPMD,PKK,

dan Karang Taruna.Besaran anggaran untuk operasionalkeempat

lembaga kemasyarakatan desa tersebut dapat disesuaikan dengan

kinerjanya;

j. penyusunanrancanganPeraturanDesatentangDaftarKewenanganDesa

bagidesayangbelum menetapkan;dan

k.penyusunanrancanganPeraturanDesatentangPemanfaatanTanahDesa

bagidesayangbelum menetapkan.

Selainwajibmenganggarkankegiatantersebutdiatas,dapatmenganggarkan
kegiatan lainnya pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa
sebagaimana tercantum pada Lampiran IPeraturan BupatiGunungkidul
Nomor49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanBupatiGunungkidulNomor46
Tahun2016dansesuaidenganRKPDesaTahun2018.

2.BidangPelaksanaanPembangunanDesa.

Kegiatan dibidang pembangunan desa yang wajib dianggarkan oleh

pemerintahdesapadatahunanggaran2018adalah:

a.InsentifpendidikPAUDbagiyangtidakmendapatkanalokasidariAPBD

maupunAPBN yangdianggarkandalam kegiatanInsentifPendidikdan

DukunganPenyelenggaraanPAUD;

b.Insentifkaderkesehatan;

c.InsentifkaderKB;

d.insentifkaderPosyandu;dan

e.operasionalForum Desa Siaga yang dianggarkan dalam kegiatan

PengembanganDesaSiaga.Melaluikegiataninibiayayangdianggarkan

antaralainbiayarapatkoordinasipengurusForum DesaSiaga,fotokopi,

ATK,danlain-lain.

Selain untuk menganggarkan kegiatan yang diwajibkan sebagaimana

tersebutdiatas,pemerintahdesadapatmenganggarkankegiatandiBidang

Pelaksanaan Pembangunan Desayang lain sebagaimanatercantum pada



LampiranIPeraturanBupatiGunungkidulNomor49Tahun2015tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desasebagaimanatelah diubah dengan

Peraturan BupatiGunungkidulNomor46Tahun 2016dan sesuaidengan

RKPDesaTahun2018.

3.BidangPembinaanKemasyarakatanDesa.

Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desayang diwajibkan pada

tahunanggaran2018adalah:

a.pendataan keluarga/rumah tangga miskin (pemutakhiran data

kemiskinan/VervalBasisDataTerpadu);dan

b.optimalisasiperan Tim KoordinasiPenanggulangan Kemiskinan Desa

(TKPKDesa).

Selain untuk menganggarkan kegiatan yang diwajibkan sebagaimana

tersebutdiatas,pemerintah desadapatmenganggarkan kegiatan Bidang

Pembinaan Kemasyarakatan Desa lainnya sebagaimana tercantum pada

LampiranIPeraturanBupatiGunungkidulNomor49Tahun2015tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desasebagaimanatelah diubah dengan

PeraturanBupatiGunungkidulNomor46Tahun2016sesuaidenganRKPDesa

Tahun2018.

4.BidangPemberdayaanMasyarakatDesa.

Kegiatandibidangpemberdayaanmasyarakatyangwajibdianggarkanoleh

pemerintahdesapadatahunanggaran2017adalah:

a.Evaluasi/PerlombaanDesabagidesayangakanmengkutiperlombaan

desa, yang dianggarkan dalam kegiatan Pelaksanaan

Evaluasi/PerlombaanDesa.Kegiataninidiprioritaskanantaralainuntuk

menganggarkanbiayarapatkoordinasi,sewatendadankursi,sewasoud

system,dekorasi,konsumsiharipenilaianevaluasi/perlombaandesa;dan

b.pemberian stimulan jamban sehatminimaluntuk10(sepuluh)kepala

keluarga/rumahtanggadan/atauRehabilitasiRumahTidakLayakHuni

(RTLH)minimaluntuk10(sepuluh)kepalakeluarga/rumahtangga.

Selain mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang diwajibkan

sebagaimana tersebut diatas,pemerintah desa dapat menganggarkan

kegiatanBidangPemberdayaanMasyarakatDesayanglainnyasebagaimana

tercantum padaLampiranIPeraturanBupatiGunungkidulNomor49Tahun

2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah

diubahdenganPeraturanBupatiGunungkidulNomor46Tahun2016sesuai

RKPDesaTahun2018,

5.BelanjaTakTerduga.

Belanjatidakterdugauntukmenganggarkanbelanjakegiatanyangsifatnya

tidakbiasaatautidakdiharapkanberulangsepertipenanggulanganbencana

alam,bencanasosial,dankejadianluarbiasa/wabahyangtidakdiperkirakan

sebelumnya,diluarkendalidanpengaruhpemerintahdesa.

6.Surplus/DefisitAPBDesa.



a.SurplusataudefisitAPBDesaadalahselisihantaraanggaranpendapatan

desadengananggaranbelanjadesa.

b.alam hal APBDesa diperkirakan surplus, penggunaan surplus

diprioritaskanuntukkegiatandiBidangPelaksanaanPembangunanDesa,

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa,dan Bidang Pemberdayaan

MasyarakatDesa(termasukpenyertaanmodaluntukBUMDesa).

c.Dalam halAPBDesadiperkirakandefisit,pemerintahdesamenetapkan

penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang

bersumberdarisisalebihperhitungananggaran(SiLPA)tahunanggaran

sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan/atau hasil penjualan

kekayaandesayangdipisahkan.

D.PembiayaanDesa.

1.PenerimaanPembiayaan

a.PenganggaranSiLPAharusdidasarkanpadapenghitunganyangcermat

danrasionaldenganmempertimbangkanperkiraanrealisasianggaran

TahunAnggaran2017darikegiatanyangtelahterlaksanadalam rangka

menghindarikemungkinanadanyapengeluaranpadaTahunAnggaran

2018 yang tidakdapatdidanaiakibattidaktercapainyaSiLPA yang

direncanakan.

b.Dalam menetapkananggaranpenerimaanpembiayaanyangbersumber

daripencairandanacadangan,waktupencairandanbesarannyasesuai

peraturandesatentangpembentukandanacadangan.

c.Hasilkekayaan desa yang dipisahkan digunakan antara lain untuk

menganggarkan:

1)penjualanasetdesayangdikerjasamakandenganpihakketiga:dan

2)hasilpenjualankekayaanBUMDesa;

2.PengeluaranPembiayaan

a.PenyertaanmodalpemerintahdesapadaBUMDesaditetapkandengan

peraturan desatentang penyertaan modal.Penyertaan modaldalam

rangkapemenuhankewajibanyangtelahtercantum dalam peraturan

desatentangpenyertaanmodalpadatahunsebelumnya,tidakperlu

diterbitkan peraturan desa tersendirisepanjang jumlah anggaran

penyertaanmodaltersebutbelum melebihijumlahpenyertaanmodal

yangtelahditetapkanpadaperaturandesatentangpenyertaanmodal.

Dalam halpemerintahdesaakanmenambahjumlahpenyertaanmodal

melebihijumlah penyertaan modalyang telah ditetapkan dalam

peraturandesatentangpenyertaanmodaldimaksud,pemerintahdesa

melakukan perubahan peraturan desa tentang penyertaan modal

tersebut.

b.Pemerintah desa dapat menambah modalyang disetor dan/atau

melakukan penambahan penyertaan modalpada BUMDesa untuk

memperkuatstrukturpermodalan,sehinggaBUMDesadimaksuddapat

tumbuhdanberkembang.

c.Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah desa harus



menetapkanterlebihdahuluperaturandesatentangpembentukandana

cadanganyangmengaturtujuanpembentukandanacadangan,program

dan kegiatan yang akan dibiayaidaridana cadangan,besaran dan

rinciantahunandanacadanganyangharusdianggarkan.

d.Jumlahpembiayaannettoyaituselisihantarapenerimaanpembiayaan

dikurangipengeluaran pembiayaan.Nilai/jumlah pembiayaan netto

harusdapatmenutupdefisitanggaran.

IV.TeknisPenyusunanAPBDesa

Dalam menyusun APBDesaTahun Anggaran 2018,pemerintah desadan BPD

harusmemperhatikanhal-halsebagaiberikut:

1. Sebelum penyusunan APBDesa terlebih dahulu melakukan pencermatan

RPJMDesadanRKPDesaTahun2018.BagidesayangRPJMDesa-nyatelah

habis masa berlakunya dan penyusunan RPJMDesa yang baru masih

menunggupelantikanKepalaDesabaru,maka RKPDesaTahun2018disusun

mendasarkan pada substansiprioritasprogram kegiatan pada Peratutran

BupatiGunungkidulNomor 27 Tahun 2017 tentang RKPD Kabupaten

GunungkidulTahun2018.JikapadasaatnyatelahdisusunRPJMDesayang

baru dan dipandang perlu ada penyesuaian,maka penyesuaian sebagian

dilakukanpadasaatPerubahanAPBDesaTahunAnggaran2018yangdidahului

denganPerubahanRKPDesaTahun2018.

2. Penetapan APBDesaTahun Anggaran 2018diupayakan tepatwaktu,yaitu

palinglambattanggal31Desember2017.

3.Berdasarkan RKPDesadisusun Rancangan RencanaAnggaran Biaya(RAB)

yangmerupakanrinciananggaranmasing-masingkegiatan.

4.Rancangan APBDesa memuatrincian anggaran pendapatan desa,rincian

anggaranbelanjadesa,danpembiayaandesa.

5.Honorarium Tim PelaksanaKegiatanpalingbanyakdiberikan3(tiga)bulan

(3OB).SesuaiketentuanPasal38APeraturanBupatiGunungkidulNomor49

Tahun2015tentangPedomanPengelolaanKeuanganDesasebagaimanatelah

diubahdenganPeraturanBupatiGunungkidulNomor46Tahun2016,jumlah

personilTim PelaksanaKegiatanpalingbanyak11(sebelas)orang.Sedangkan

honorarium Tim Pengelolaan Kegiatan dalam kegiatan yang memerlukan

prosespengadaanbarang/jasasesuaiPeraturanBupatiGunungkidulNomor39

Tahun2015,diberikan1(satu)OK(orangKegiatan).

6.Rencana Anggaran Biaya kegiatan fisik/infrastruktur,belanja pengadaan

material/bahan dibuathitungan rincinya tidak menggunakan ssatuan LS

sehinggatargetkinerjayangakandicapaimenjadilebihterukurdanakuntabel.

Sejakawalmasing-masingdesadiharapkan menyusunperencaaankegiatan

fisik/infrastruktur(belanjaupahdanmaterian/bahan)yanglebihbaik.

7.Dalam rangka percepatan penetapan peraturan desa tentang perubahan

APBDesaTahun Anggaran 2018,prosespembahasan rancangan peraturan

desatentang perubahan APBDesaTahun Anggaran 2018 dapatdilakukan

setelahpenyampaianlaporanrealisasisemesterpertama.Persetujuanbersama

antarapemerintahdesadanBPDterhadaprancanganperaturandesatentang

PerubahanAPBDesaTahunAnggaran2018ditetapkanpalinglambatakhir



bulan September2018,dengan tahapan penyusunan dan jadwalsebagai

berikut:

Tabel

TahapandanJadwal

ProsesPenyusunanPerubahanAPBDesaTahunAanggaran2018

No. URAIAN WAKTU LAMA
1. Penyampaian Rancangan Perubahan

APBDesa oleh Sekretaris Desa
(koordinatorPTPKD)kepadakepaladesa

Palinglambat
minggupertama
bulanAgustus

2. Penyampaian Rancangan Peraturan
desa tentang Perubahan APBDesa
kepadaBPD

Palinglambat
minggukedua
bulanAgustus

6(lima)
minggu

3. PengambilankesepakatanbersamaBPD
dankepaladesa

Palinglambat
minggupertama
bulan
September

4. EvaluasiCamat Palinglambat
minggukedua
bulan
September

5. PenetapanAPBDesa Palinglambat
minggukeempat
bulan
September

8.Dalam PerubahanAPBDesaTahunAnggaran2018,pemerintahdesa dilarang

untukmenganggarkankegiatanbaru,apabiladariaspekwaktudantahapan

pelaksanaankegiatantersebutdiperkirakantidakselesaisampaidenganakhir

TahunAnggaran2018.

9.Kegiatanyangdapatdilakukanperubahandalam PerubahanAPBDesaadalah

kegiatan yang belum selesaidilaksanakan dan/atau kegiatan yang belum

dilaksanakan.

10.sesuaiketentuan Pasal29,Pasal30,dan Pasal31 Peraturan Bupati

GunungkidulNomor49Tahun2015tentangPedomanPengelolaanKeuangan

DesasebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanBupatiGunungkidulNomor

46Tahun2016,rancanganperaturandesatentangAPBDesadanrancangan

peraturan desa tentang Perubahan APBDesa setelah disepakatibersama

antarapemerintahdesadenganBPD,harusdilakukanevaluasiolehCamat

sebelum ditetapkan menjadiperaturan desa.Evaluasiatas Rancangan

Peraturan Desatentang APBDesadan Peraturan Desatentang Perubahan

APBDesaditetapkandenganKeputusanCamat.

11.BPD bersama-sama Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan atas

rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau perubahan APBDesa

berdasarkan hasilevaluasiterhadap rancangan peraturan daerah tentang

APBDesaatauperubahanAPBDesapalinglama7(tujuh)harikerjasetelah

hasilevaluasidariCamat.Hasilpenyempurnaan tersebutmenjadidasar

penetapanperaturandesatentangAPBDesaatauperubahanAPBDesa.

12.Sesuaidengan ketentuan Pasal53ayat(2)Peraturan BupatiGunungkidul

Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa



sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanBupatiGunungkidulNomor46

Tahun 2016, penyusunan dan penetapan Peraturan Desa tentang

PertanggungjawabanRealisasiPelaksanaanAPBDesaTahunAnggaran2018

palinglambat31Januari2019.

13.Sesuai dengan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor

B.7508/01.16/08/2016tanggal31Agustus2016perihalHimbauanTerkait

Pengelolaan Keuangan Desa/DanaDesa,Penyusunan APBDesa,Perubahan

APBDesa,dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa menggunakan

aplikasiSistem Keuangan Desa (SISKEUDES)yang dibangun oleh Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kerjasama dengan

KementerianDalam Negeri.

14.Jikakegiatan-kegiatanyangdiwajibkandalam PeraturanBupatiiniadayang

belum masukdalam Peraturan Desatentang RKPDesaTahun 2018,maka

harusdituangkanpadaPeraturanDesatentangPerubahanRKPDesaTahun

2018danPeraturanDesatentangPerubahanAPBDesaTahunAnggaran2018.

V.Hal-HalKhususLainnya

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2018,selain

memperhatikankebijakandanteknispenyusunanAPBDesa,jugamemperhatikan

hal-halkhusus,antaralainsebagaiberikut:

1. Penetapanjenispungutandesadalam peraturandesatentangpungutandesa

sebagaisalah satu sumber PADesa tidak boleh bertentangan dengan

peraturanperundang-undangan.

2. Dalam penyelenggaraanpembangunanyangmelibatkanbeberapadesauntuk

peningkatanpelayanankepadamasyarakatsecaralebihefektifdanefisien,

pemerintahdesadapatmenganggarkanprogram dankegiatanmelaluipola

kerjasamaantardesadenganberpedomanpadaPeraturanDaerahKabupaten

GunungkidulNomor6Tahun2008tentangKerjaSamaDesasebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten GunungkidulNomor6

Tahun2010.

3. Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanaikegiatan

penanggulanganbencanaalam,bencanasosial,danpenanggulangankejadian

luarbiasa/wabahdilakukandengancara:

a.KepalaDesamenetapkankegiatanyangakandidanaidaribelanjatidak

terdugadengankeputusankepaladesadandiberitahukankepadaBPD

palinglama1(satu)bulanterhitungsejakkeputusandimaksudditetapkan;

b.Kepala Desa dapatmengambilkebijakan percepatan pencairan dana

belanja tidak terduga untuk mendanaipenanganan tanggap darurat

bencanaalam;dan

c.Kegiatanlaindiluartanggapdaruratyangdidanaimelaluibelanjatidak

terdugadilakukandenganpergeserananggarandaribelanjatidakterduga

kebelanjasesuaikelompokbidang.

4. Penganggaranuntukpelaksanaankegiatanlanjutanyangtidakselesaipada

TahunAnggaran2017denganmenggunakanAPBDesaTahunAnggaran2018

memperhatikanhal-halsebagaiberikut:



a.PendanaankegiatanlanjutanmenggunakanSiLPATahunAnggaran2017;

dan

b.Penganggaran beban belanjaataspelaksanaan kegiatan lanjutan yang

telahdituangkandalam APBDesadimaksud,agarditampungkembalidi

dalam perubahanAPBDesaTahunAnggaran2018.

BUPATIGUNUNGKIDUL,

BADINGAH


